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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR
008.B/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI
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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/5)/1/2021
Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan
Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, maka perlu untuk
menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



CATATAN :

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109); Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 008.B/ORT.07-
Kpt/3209/Sek-Kab/1/2021 diatur tentang:

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana
terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cjrebpn ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 18 Januari 2021 %

- Lampiran 4 halaman



